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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN 

APBD TAHUN 2023 
 

Kabupaten : Batang 
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota  
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan 
Sumber Pendanaan : DAU 

Pajak Rokok 
DBHCHT 

Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Batang  
 

 

A.   Latar Belakang 
 

Sesuai amanat UU No. 40/2004, UU No.24/2011 dan Perpres No.12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan Nasional terhitung 1 Januari 2014, mulai diimplementasikan 

JKN dengan penyelenggara BPJS Bidang Kesehatan, berkenaan dengan itu, maka perlu 

disesuaikan tugas dan fungsi dalam pengembangan pembiayaan dan Jaminan 

Kesehatan dengan fokus mendukung pelaksanaan penyelenggaraan JKN dan penyiapan 

data pembiayaan kesehatan. 

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 

2014 adalah : PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Askes, Peserta Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Jamsostek, dan Peserta ASABRI, Tahap selanjutnya mulai 1 Januari 2015 

peserta dari perusahaan dan BMN. Tahun 2019 direncanakan sebagai jaminan 

kesehatan semesta (Universal Coverage) bagi seluruh penduduk. 

Berdasarkan data Progres Pencapaian Universal  Health Coverage (UHC) pada 

Kabupaten Batang periode Desember 2022 jumlah peserta jaminan kesehatan sebanyak 

702.565 orang atau 85,79 % dari total jumlah penduduk sebanyak 818.979 orang. 

Dimana UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga 

dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif , bermutu dengan biaya terjangkau. 
 

Jumlah peserta jaminan kesehatan sebanyak  702.565 jiwa terdiri dari: 

No Jenis Peserta JK Jumlah Persentase 

1. Penerima Batuan Iuran (PBI)   

a. APBN 415.622 50,74  

b. APBD 74.921          9,148  

 Sub jumlah PBI 490.543 59,89  

2. Non-PBI   

a. Pekerja Penerima Upah (PPU) 137.741 16,81 

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 62.984  7,69 

c. Bukan Pekerja (BP) 11.297  1,38 

 Sub jumlah Non-PBI 212.022 25,88 

 Jumlah  702.565  
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Target Nasional UHC yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI sebesar 

95,00%, sehingga Kabupaten Batang memiliki kekurangan capaian UHC sebesar 9,21% 

(95,00% - 85,79%) atau 116.414 orang (818.979 orang – 702.565 orang). 

Melihat Pencapaian UHC Kabupaten Batang yang masih 85,79 % maka 

Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun Instruksi Bupati No 016 Tahun 2019 

tentang Optimalisasi Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Menuju UHC di 

Kabupaten Batang sebagai implementasi untuk mengambil langkah-langkah sesuai 

tugas, fungsi dan kewenangan masing masing untuk melakukan optimalisasi program 

Jaminan Kesehatan Nasional, namun dengan berjalannya waktu perlu masih banyak 

kendala kendala di lapangan untuk itu kami mengadakan evaluasi dan  pembahasan 

lebih lanjut Instruksi Bupati ini untuk dapat kita jadikan pedoman sebagai wujud 

implementasi menuju UHC Tahun 2024 dan sebagai regulasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional. 
 

B.   Tujuan 
 

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

Tercapainya UHC 98 % di Kabupaten Batang  

 

C.   Output dan Outcome 
 

Out put dari kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan adalah : 
 

 
 
 No. 

 
Rincian Menu Kegiatan 

Jumlah 
 

Penerima 

Target 
 
Output 

 
Target Outcome 

1. 
 
 
 

  2. 

Belanja Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan Bagi Peserta PBPU 
dan BP Kelas III. 
 
Rapat Koordinasi Program JKN  

Warga Batang 
 
 
 
 
Tim JKN  
 
 

66.045 
jiwa 
 
 
 
3 kali  

Persentase       warga 
yang memiliki jaminan 
kesehatan nasional 
dengan target 89 % 
 
Tersusunnya kebijakan 
teknis program JKN  
 

 

 

D.   Penerima Manfaat 
 

Penerima manfaat dari pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Jaminan Kesehatan 
adalah warga Batang  
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E.   Indikasi Kebutuhan Dana dan Lokasi Kebutuhan 
 

Kebutuan dana dan lokasi dari kegiatan ini adalah : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.   DUKUNGAN APBD NON DAK 
 

Kegiatan dilakukan dengan menggunakan sumber dana :  

1 .  D A U   
2 .  P a j a k  R o k o k  
3. D B H C H T   

 
F.   Organisasi/Instansi Pelaksana 

 

Pelaksana  dan  penanggung  jawab  kegiatan  adalah  Dinas  Kesehatan  
Kabupaten 

 

Batang. 
 

 

G.   Metode Pelaksanaan 
 

Metode Pelaksanaan 

Pembayaran Premi PBPU dan BP ke BPJS Kesehatan selama 1 (satu) tahun. 

 

 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

 

Mengetahui 
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Batang 
 
 
 
 
 

dr. Didiet Wisnuhardanto 
Pembina Utama Muda 

NIP.19730619 200604 1 013 
 
 

 
PPTK 

 
 
 
 
 

Dinar Soraya SKM 
NIP. 19800709 199903 2 002 

 

 

NO 
Rincian Menu 

 

Kegiatan 

Usulan 
 

Outpt 

Satuan Biaya 
 

(Rp.) 

Usulan Kebutuhan 
 

Dana (Rp) 

 

Lokus 

 
 

1 

Belanja 
Bantuan Iuran 
Jaminan 
Kesehatan 
Bagi Peserta 
PBPU dan BP 
Kelas III. 
 

 
 

1 paket  

 
 

  23.332.682.376 

 
 

23.332.682.376 

 
 

Kabupaten Batang   
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Rapat 
Koordinasi 
Program JKN  

 

1 unit 
 

       101.181.600 
 

               101.181.600 
 

Tim Pengelola JKN 
Kabupaten Batang  


